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RINGKASAN

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEJABAT
NOTARIS YANG MENGGUNAKAN HAK INGKAR DALAM MENJAGA
KERAHASIAAN IST AKTA

Oleh :
Aditya Laras Sakti Sudarsono, Achmad Faishal

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman

Dalam praktiknya, Notaris sering dipanggil oleh penyidik, penuntut umum,
atau hakim untuk memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya. Kondisi
tersebut menimbulkan dilema karena di satu sisi Notaris berkewajiban menjaga
kerahasiaan jabatan, namun di sisi lain terdapat kepentingan penegakan hukum
yang memerlukan keterangan dari Notaris. Untuk mengatasi persoalan tersebut,
hukum memberikan hak ingkar kepada Notaris, yaitu hak untuk menolak
memberikan keterangan mengenai hal-hal yang wajib dirahasiakan berdasarkan
jabatan dan profesinya. Hak ingkar pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan
hukum terhadap kepercayaan yang diberikan para pihak kepada Notaris. Notaris
menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak, artinya bahwa notaris dalam
membantu para pihak merumuskan dalam akta, harus memperhatikan kepentingan
kedua belah pihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi akta yang
dibuatnya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib merahasiakan isi akta dan
segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.
Keberadaan Notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan tugas jabatannya sebagai
pejabat umum, selain terkait pada suatu peraturan jabatan, juga terkait pada sumpah
jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai Notaris dimana Notaris wajib
merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui dan Menganalisis
Bagaimana faktor-faktor yang menjadi peran Majelis Kehormatan Notaris dalam
menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut
umum, atau hakim dan Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana eksistensi
dan batasan penggunaan hak ingkar oleh Notaris dalam proses pemeriksaan hukum
Hasil Penelitian ini diharapakan menambah khasanan pengetahuan dan keilmuan
dalam kajian ilmu hukum khususnya dalam jabatan notaris dalam pemahaman dari
hak ingkar agar penggunaan hak ingkar dapat dipahami oleh pejabat notaris. Secara
teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dalam bidang kenotariatan, khususnya terkait Hak ingkar pada Jabatan
Notaris, serta menjadi bahan referensi untuk kajian akademik lebih lanjut. Secara praktis,
penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum terkait penerapan Hak ingkat Notaris
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serta menjadi rujukan bagi pihak yang mengalami permasalahan serupa. Secara yuridis,
penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam harmonisasi atau pembaruan peraturan
perundang-undangan terkait eksistensi dari adanya hak ingkar pada notaris.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal
research) yang memfokuskan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma
dalam hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan
objek penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dengan menelaah seluruh undang-undang dan
regulasi yang bersangkutan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach)
yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor Persetujuan Majelis
Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terhadap pemanggilan Notaris oleh
penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan
diberikan dengan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu yang mana adanya
eksistensi dan batasan penggunaan hak ingkar oleh notaris dalam proses
pemeriksaan hukum, yang sebenarnya dalam sumpah jabatan notaris harus
merahasiakan isi akta, sehingga notaris seharusnya menjadi pejabat yang dipercaya
oleh masyarakat, Penelitian ini merekomendasikan untuk menerbitkan standar tersendiri
yang jelas dan seragam dalam melakukan pemberian persetujuan maupun penolakan, dan
juga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris secara
lebih rinci mengenai eksistensi batasan, prosedur dan mekanisme penggunaan hak ingkar.
Kesimpulannya, menerima atau menolak permohonan pemeriksaan Notaris oleh
penyidik, penuntut umum, atau hakim berkaitan erat dengan fungsi perlindungan
jabatan Notaris serta kepentingan penegakan hukum. Majelis Kehormatan Notaris
Wilayah (MKNW) terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap permohonan
yang diajukan aparat penegak hukum dengan menilai relevansi keterangan Notaris
terhadap perkara, sehingga penggunaan hak ingkar tidak bersifat mutlak karena
dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan penegakan
hukum. Dalam keadaan tertentu yang secara tegas diperintahkan oleh undang-
undang serta telah melalui mekanisme yang ditentukan, termasuk adanya
persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, Notaris dapat diminta memberikan
keterangan yang diperlukan dalam proses peradilan.
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PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEJABAT
NOTARIS YANG MENGGUNAKAN HAK INGKAR DALAM MENJAGA
KERAHASIAAN IST AKTA

Oleh :
Aditya Laras Sakti Sudarsono!, Achmad Faishal

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Hak Ingkar, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Kerahasiaan Akta,
Perlindungan Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan
Majelis Kehormatan Notaris dalam menerima atau menolak permohonan
pemeriksaan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, serta menganalisis
eksistensi dan batasan penggunaan hak ingkar oleh Notaris dalam proses
pemeriksaan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris mempunyai peran
penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris melalui
kewenangannya untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan
pemanggilan Notaris dan pengambilan dokumen protokol Notaris oleh aparat
penegak hukum. Dalam menjalankan kewenangannya, Majelis Kehormatan Notaris
mempertimbangkan urgensi pemeriksaan, keterkaitan akta dengan perkara yang
diperiksa, serta kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan. Selain itu, hak ingkar
Notaris tetap eksis dan diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai konsekuensi
dari kewajiban merahasiakan isi akta dan rahasia jabatan. Namun demikian,
penggunaan hak ingkar tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kepentingan penegakan hukum yang dilakukan
melalui mekanisme yang telah ditentukan. Oleh karena itu, hak ingkar harus
diterapkan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara
perlindungan kerahasiaan jabatan Notaris dan kepentingan proses peradilan.

INIM : 2420216310022
2 Pembimbing
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ROLE OF NOTARY HONORARY COUNCIL ON NOTARIAL OFFICIAL
USING RIGHT OF REFUSAL IN KEEPING THE CONFIDENTIALITY
OF THE DEEDS
By:

Aditya Laras Sakti Sudarsono', Achmad Faighal?

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 100 pages

ABSTRACT

Keywords: Right of Refusal, Notary, Notary Honorary Council, Deed
Confidentiality, Legal Protection

This study is aimed at analyzing the factors which become the consideration of the
Notary Honorary Council in accepting or rejecting the petition for investigating a
Notary by the investigator, public prosccutor, or judge, and and analyzing the
existence and limit of the use of right of refusal by a Notary in the legal investigation
process. This is normative legal research utilizing statute approach and conceptual
approach. The legal resources consist of primary, secondary, and tertiary ones with
descriptive qualitative analysis. The findings of the research indicate that Notary
Honorary Council has significant role in providing legal protection to the Notary
through its authority to provide approval or rejection upon petition for summoning a
Notary and the taking of documents of Notary's protocols by law enforcement
apparatus. By performing its authority, the Notary Honorary Council will consider
the urgency of the investigation, the relation between the deeds and the case being
investigated, and the need for evidencing in court process. Besides, right of refusal
remain existing and it is recognied in Indonesia Jegal system as the consequence of
the obligation to keep the confidentiality of the contents of the deeds and official
secrecy, However, the utilization of right of refusal is not absolute because it is
restricted by the provisions of the legislation and for the sake of law enforcement
conducted through specified mechanism, Therefor, night of refusal must be applied
proportionally by keeping to maintain the balance between protection of the Notary's
official confidentiality and the interest of judiciary process.

Centified by,

"Stuadent Number ; 2420216310022 Drs, Werhan Asmin, S.H., MJH., M.Div
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